
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu diarur dan ditetapkan dcngan 
Peraruran Bupati Sarolangun; 

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 304 I) sebagaimana lelah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kcpcgawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun l 999 tcntang 
Pcmbentukan Kabupateo Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambaban Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang 
Dewan Ketahanan Pang.an sebagai upaya mewujudkan 
Ketahanan Pangan Kabupatcn scbagai bagian dari 
Ketahanan Pangan Nasional, dipandang perlu membentuk 
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun; 
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MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 lcntang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang 
Pcmerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenumg 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintaban Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 
2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Saroiangun Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) 
scbagaimana tclab diubah dcngan Peraturan Daerah 
Kabuparen Saroiangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Pcraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun 
Nomor 04 Tahun 2008 tcnt:ang Susunan Organisasi dan 
Tata Kcrja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 
Nomor08); 

Menetapkan 



(1) Susunan Organisasi Dewan Kctahanan Pangan tcrdiri dari: 
a. Ketua Bupati Sarolangun 
b. Wakil Kerua 1. Wakil Bupati Sarolangun 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun 

Pa.saJ 3 

Baglan Kedua 
Susunan Organisasi Dewan K.abupateo. 

Pasa12 

(1) Dewan Kabupaten mempuoyai rugas membantu Bupati dalaJn : 
a. Mcrumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan 

Ka.bupaten deog,an memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan 
Kabupaten dan Dewan Provinsi; 

b. Merumuskan kebija.kan dalam raogka meodorong keikutsertaan 
masyara.kat dalam penyelenggaraan keta.banan pangan; 

c. Melaksana.kan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan 
Pangan Kabupalcn; 

(2) Togas Dewan Kabupatcn sebagaimana dimaksud pada ayat (11 meliputi 
penyediaan pangan. clistribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman pangan, pcnccgahan dan pcnanggulangan masalah 
pangan dan gizi, 

Baglan Pertama 
Tugas Dewan Kabupaten 

BAB II 
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
a Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Sarolangun. 
c. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
d, Badan Pelaksana Penyuluh adalah Sadan Pelaksana Penyuluban 

Kabupateo Sarolangun. 
c. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya 

disingkat Dewan Ka.bupatcn adalab Dewan Ketahanan Pangan yang 
berkedudukan di Kabupaten Sarolanguo yang diketuai olch Bupati 
Sarolangun. 

f. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, yang selaniumya disingkat dcngan 
Dewan Provinsi adalab Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di 
Povinsi Jambi yang diketuai oleh Gubcmur Jambi. 

g. Dewan Ketahanan Pangan Pusat, yang selanjutnya disingkat Dewan Pusat 
adalah Dewan Kctahanan Pangan yang berkedudukan di Pusar 
Pemerintahan Republik Indonesia yang dikeruai oleb Presiden Republik 
lndonesia, 

Pasa.1 1 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 



PasaJ 4 

( 1) Dalarn melaksanakan tui.asnva Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat 
Dewan Kabupatcn. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

1. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun 
2. Kepala Oinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Sarolangun 
3. Kepala Oinas Perikanan dan Petemakan 

Kabupaten Sarolangun 
4. Kepala Oinas Kesehatan Kabupaten 

Sarolangun 
5. Kepala Oinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Kabupatcn Sarolangun 
6. Kepala Dolog Sub Devisi Regional Wilayah I 

Kabupatcn Sarolangun 
7. Kepala Dinas Perindagkop Kabupareo 

Sarolangun 
8. Kepala BPPKB Kabupaten Sarolangun 
9 Kepala Dinas Perhubungi,n dan Komunikasi 

Kabupaten Sarolangun 
10. Kepala Oinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupatcn Sarolangun 
11. Kepala Oinas Peodidikan Kabupaten 

Sarolangun 
12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabuparen 

Saro Ian gun 
13. Pimpinan Bank Jambi Ca bang Sarolangun 
14. Ketua nm Pcnggerak PKK Kabupaten 

Samlangun 
15. Kepala Bagian Perekcnomian dan SOA Setda 

Kabupaten Sarolangun 
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten 

S.U-olangun 
17. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Bad an 

Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun 
18 Kepala Sub Bidnng Ke-tersedtaan dan 

Kewaspadaan Pangan Badan Pelaksa.na 
Penyuluhan Kabupaten Sarolangun 

19. Sub Bagian Produksi Bagian Perekonomian 
dan SOA Kabupaten Sarolangun 

(2) Unruk kelancaran pelaksanaan rugas, Kerua Dewan Ketahanan Kabupaten 
dapat, mengundaog lnstansi atau pejabat tertenru atau unsur-unsur lain 
terkaii untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Provinsi dan 
mengikutsertakan dalarn upaya pwnantapan penmgkatan Ketahanan 
Pangan Kabupaien. 

r, Anggota 

· Asisten Ekbang Sekda Kabupaten Sarolangun 
Kepala Oinas Pertanian KabupaLcn Sarolangun 

Kepala Badan Pelaksana PenyuJuhan 
Kabupaten Sarolangun merangkap Anggota 

c. Kerua Harian 

d. \Vakil Ketua Harian 

e. Sekretaris 

.. . .. 
l•«&Mfl PEAIJIIIIA\ illlPHtJ 



Biay&. \an;:;:: dtpertukan bagi petaksanaan tt>.gas Dewan Kabupaten dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerab Kabupaten Sarolangun 
Tahun Anggaran 201: pada Baden ft,;:~san~ Pcnyuluhan Kabupatcn 
Sarolangun. 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pa.sal 9 

Dewan Kabupaten menvampaikan laporan rnenzenai Ketahanan Pangan di 
wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat 
secar a bcrkala »ckali dalarn 6 (cnamJ bulan dari scwaktuwcktu scscuar 
keperluan. 

Pasal 8 

P;,.s;,.I 7 

Setiap organisasi di Lingkungan Dewan Kabupaten dalam melal<sanakan 
tugasnya wajib menerapsan Prursip h..QOrdm.:t~i. mlqVasi dan sinkronisasi 
bark di L.ingh"'Uragan rnasing-masing ma.upun antar satuan organrsasr di dalam 
maupun di luar Dewan Kabupaten, 

(!) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi 
untuk membahas petaxsanaan tug.<;, Dewan xaouparen, secara berkala 
sekurang-kurangnya dua kali dalam I (satuJ tahun, 

12) Dewan Kabupaten mengilruti rapat konsultast dan koordinasi dengan 
Dewan sekurang-kurangnya sekali da!am setahun vang disebut Sidang 
Regional Dewan Ketahanan Pangan. 

BABW 
TATAKERJA 

Pasal 5 
(J) Apabila dipandang perlu. unruk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan 

Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapar membenruk kelompok 
kerja yang tt-rdin dari unsur ~;ahs1 pe-nerintab, nrganisft~i 
kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan 
penyelcnggaraan Ketahanan Pangan Kabupaien; 

{2} Kttentuan lebih fanjut mengenai susunan keanggctaan, rincian tugas Jun 
tata kerja Kelornpok Kerja ditetapkan oleh Kerua Harian Dewan 
Kabupaten. 

Bagian Keempat 
Kelompok Kerja 

(2) Sekretruiat Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari 
dilaksanakan oleh Badan l'daks.uia Penyuluhan yang mcrupa.kan w11L 
kerja struktural dr Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sarolangun yang 
menangani rugas dan fungsi ketahanan pangan. 

(31 SekretariaL Dewan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalain 
melaksanakan tugasnya benanggung Jawab kepada Dewan Kabupaten 
mcl.alui Ketua Harian. 



8t.;~1TI\ U!'J;'.;Pv'\.H KABUPATt:N SA.ROLA.NCUN TAHUN 2012 NOMOR 1-t 

M. SYARJ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN S OLANGUN, 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal ~ ,1a.._· 2() l 2 

H. CEK ENDRA 

Ditetaokan di Sarolangun pa,, .:a,,gga.1 IX .,..,..,; .W I l 

4- BUPATI SAROLANGUN, 

A- Ube ununu •:~tVli::··~~ 
... ~61, '9QllOJ1Qe. • Ut1Ull ltMfl J .. , 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan&,."T<?l diundangkan. Asr.ar setiap 
orang dapar mcngctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Pcraruran Bupati 
ini dcngan pcncmpatannya r:lalam Sent~ Dacrah Kabupaten Sarolangun. 

Pasal 11 

Kcrcntuan lebih tanjut fa.ng d:ipcrlukan bagi pctaxsanaan Peraruran Dupan 
Sarolangun ini diatur oleh Kerua Harian 

Pasal 10 

BABV 
KETENTUAJII PENUTUP 


